
PROSES uji kepatutan dan ke-
layakan calon pimpinan Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
sudah tuntas. Semua fraksi di 
Komisi III DPR menyebut nama 
Bambang Widjojanto dan Abra-
ham Samad sehingga mereka 
berpeluang terpilih menjadi 
pimpinan KPK periode 2011-
2015.

I tu art inya enam calon 
pemimpin KPK lainnya mem-
perebutkan dua kursi sisa. Me-
reka ialah Yunus Husein, Ab-
dullah Hehamahuwa, Handoyo 
Sudrajat, Zulkarnaen, Adnan 
Pandu Praja, dan Aryanto Suta-
di.

Dari enam nama itu, Zulkar-
naen dan Adnan bisa menjadi 
kuda hitam. Dua nama ini masuk 
dalam pertimbangan sembilan 
fraksi di Komisi III. Pemilihan 
empat nama pimpinan KPK 
dilakukan pada hari ini melalui 
voting. Agenda rapat Komisi III 
dilanjutkan dengan pemilihan 
Ketua KPK. Dalam pemilihan itu 
nama Busyro yang kini menjadi 
ketua disertakan.

Yunus Husein yang me-

Namun, Wakil Ketua KPK M 
Jasin membantah. “KPK tidak 
bisa sembarangan memasukkan 
nama-nama yang disebut MN 
(Muhammad Nazaruddin) ke 
dalam isi surat dakwaan. KPK 
lebih mengutamakan prosedur 
kerja hukum. Minimal harus ada 
dua alat bukti, bukan sekadar 
omongan,” kata Jasin, kemarin.

Dalam pandangan peneliti 
ICW Febri Diansyah, surat dak-
waan dari KPK itu tidak maksi-
mal. Mereka tidak menyelidiki 
peran dari Grup Permai. Pada-
hal, penyelidikan mendalam soal 
peran Grup Permai bisa menjadi 
pintu masuk keterlibatan Par-
tai Demokrat dalam kasus itu. 
”Mindset penyidik seharusnya 
menggunakan pertanggung-
jawaban korporasi. Partai juga 
bisa merupakan korporasi.” 

Febri menilai, KPK tidak akan 
bisa membuktikan keterlibatan 
sejumlah pihak yang disebutkan 
Nazaruddin jika pintu masuk 
penyelidikannya melalui per-
orangan. (SZ/*/X-7)

Berita terkait hlm 4

PENGETAHUAN ma-
syarakat tentang HIV/
AIDS (human immuno-
defi ciency virus/acquired 

immune defi ciency syndrome) dan 
kesadaran menggunakan kon-
dom pada hubungan seks beri-
siko tinggi menurun jika diban-
dingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Penurunan itu 
berkontribusi besar terhadap 
tingginya epidemi HIV/AIDS di 
Indonesia (lihat grafi k). 

Demikian hasil Surveilans 
Terpadu Biologis dan Perilaku 
(STBP) di 11 provinsi, yaitu Su-
matra Utara, Kepulauan Riau, 
Lampung, DKI Jakarta, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Bali, NTT, Maluku, dan Papua. 
Pengumpulan data dilakukan 
pada Januari-Maret 2011. 

“Untuk itu perlu dilakukan 
koreksi terhadap beberapa ke-
bijakan soal penanggulangan 
HIV, terutama perubahan stra-
tegi sosialisasi kondom yang 
efektif dan pengurangan risiko 
narkoba,” kata Dirjen Pengen-
dalian Penyakit dan Penyehatan 
Lingkungan Kementerian Kese-
hatan (Kemenkes) Tjandra Yoga, 
kemarin di Jakarta. 

Menurut Direktur Pengenda-
lian Penyakit Menular Langsung 
Kemenkes M Subuh, responden 
yang disurvei 7.034 pekerja seks 
komersial (PSK), 4.899 pria be-
risiko tinggi tertular HIV, 1.089 
waria, 1.250 lelaki suka seks de-
ngan lelaki, 200 narapidana LP, 
dan 7.022 pelajar SLTA.

Dari survei tergambar penge-
tahuan HIV/AIDS di kalangan 
pengguna jarum suntik narkoba 
turun dari 60% pada 2007 men-
jadi 43%. Di lingkungan remaja 
juga turun dari 22% menjadi 
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Beberapa kebijakan soal penanggulangan 
HIV perlu dikoreksi, terutama perubahan 
strategi sosialisasi kondom yang efektif.

CORNELIUS EKO SUSANTO

KPK tidak Maksimal
Menyidik Kasus Nazar

Epidemi HIV/AIDS Mengerikan

Semua Fraksi Sebut
Bambang dan Abraham

APARAT hukum negeri ini kian kedodoran memba-
ngun keadilan. Mandeknya kasus Andi Nurpati, 
tidak jelasnya keberadaan Nunun Nurbaetie Dara-
djatun, dan hilangnya Neneng Sri Wahyuni Nazarud-
din menunjukkan rusaknya penegakan hukum.

Sukar memercayai tidak ada tangan mencampuri 
tiga kasus yang melibatkan tiga perempuan yang 
sama-sama mempunyai kedekatan dengan kekua-
saan itu.

Kasus Andi Nurpati, misalnya, begitu terang 
benderang mempertontonkan lambannya hukum 
mengungkap ‘otak’ surat palsu Mahkamah Konsti-
tusi (MK) tentang sengketa pemilu legislatif di 
Sulawesi Selatan.

Keterangan saksi Ketua Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Abdul Hafi z Anshary di Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat bahwa surat-menyurat antara Andi 
Nurpati, komisioner KPU saat itu, dan juru pang-
gil MK Masyhuri Hasan yang kini terdakwa, yang  
tidak sesuai prosedur seharusnya bisa menuntun 
aparat untuk mengungkap siapa dalang surat palsu 
MK itu.

Namun, polisi se-
perti kehabisan akal 
mengungkap aktor in-
telektual di balik surat 
palsu MK yang digu-
nakan KPU untuk me-
netapkan Dewie Yasin 
Limpo (Hanura) seba-
gai anggota DPR Sulsel 
I itu. Padahal berdasar-
kan surat asli MK, yang 
berhak mewakili Sulsel 
I ialah Mestariyani Ha-
bie dari Gerindra.

Contoh lain kasus 
Nunun Nurbaetie. Foto teranyar tersangka kasus 
pemberian cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gu-
bernur Senior BI yang sedang berjalan-jalan di pusat 
perbelanjaan kelas atas di luar negeri itu sejatinya 
merupakan tamparan bagi korps baret cokelat.

Bayangkan, foto itu menggambarkan betapa istri 
mantan Wakapolri Adang Daradjatun yang sudah 
sembilan bulan buron, yang pencariannya melibat-
kan Interpol, ternyata bisa jalan-jalan dan berbelanja 
di butik kelas dunia.

Juga perburuan Neneng Sri Wahyuni, istri mantan 
Bendahara Umum Partai Demokrat Nazaruddin, 
kian gelap. Neneng ditetapkan sebagai tersangka 
kasus dugaan korupsi proyek pengadaan dan super-
visi pembangkit listrik tenaga surya di Kementerian 
Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2008.

Seperti Nunun, Neneng juga dikabarkan terus 
berpindah negara. Bedanya, Nunun dikabarkan ber-
seliweran di kawasan Asia Tenggara, mulai Thailand 
hingga Singapura, sedangkan Neneng dikabarkan 
terlacak di Malaysia hingga China.

Namun, sosok kedua perempuan itu tidak pernah 
ditemukan. Keduanya bahkan ‘nyaris hilang’ kalau 
saja tidak ada warga yang mengingatkan, melalui 
jepretan foto secara sembunyi-sembunyi yang me-
reka kirimkan.

Kini semua mata menanti kelanjutan kisah tiga 
perempuan yang seperti begitu licin mengelabui 
aparat. Mereka seolah begitu mampu memperdayai 
para jenderal dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hukum jelas tidak mengenal jenis kelamin. 
Namun, hukum jelas mengenal kekuasaan dan 
takluk.

Hukum je las 
tidak me nge-

nal jenis kela min. 
Namun, hukum jelas 
mengenal kekuasaan 
dan takluk.”

EDITORIAL

Tiga Penakluk
Aparat Hukum

Silakan tanggapi
Editorial ini melalui:
mediaindonesia.com

MENGEMIL di antara jam sarapan dan 
jam makan siang lebih membaha-

yakan program diet daripada 
melakukannya di periode waktu 
yang lain. Demikian hasil studi 
yang dipaparkan Anne McTier-
nan, Direktur Pusat Pencegah-
an Fred Hutchinson Cancer 
Research Center, di Seattle, AS, 

baru-baru ini.
Dalam penelitian itu diketahui 

perempuan yang terbiasa mengemil 
pada jam tersebut kehilangan 7% berat 

badannya da- lam program diet setahun, sedangkan berat 
badan perempuan yang tidak mengemil turun 11%.

Peneliti menyimpulkan fakta itu merupakan pertanda 
bahwa mengemil di pagi hari merupakan pola makan yang 
tidak sehat. Selain itu, kata Anne, mengemil hanyalah refl eksi 
kesenangan atau kebiasaan makan yang bukan benar-benar 
karena desakan rasa lapar. (Livesciense.com/*/X-5)

Ngemil di Pagi Hari 
Bahayakan Diet

PAUSE
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Kita tidak mau 
kekuasaan 

menguasai pimpinan KPK.”

Trimedya Pandjaitan
Anggota Fraksi PDIP

nempati rangking kedua versi 
panitia seleksi versi pemerintah 
masih berpeluang. Ia didukung 
tiga fraksi, yaitu Demokrat, PPP, 
dan Gerindra. Akan tetapi, tiga 
fraksi besar lainnya--PDIP, Gol-
kar, dan PKS--memberi catatan 
atas kedekatan Yunus dengan 
Presiden Susilo Bambang Yu-
dhoyono.

“Kalau Pak Yunus, kita ragu. 

Kita tidak mau kekuasaan me-
nguasai pimpinan KPK. Kita 
mencium ada dominasi pengua-
sa yang mau kuasai pimpinan 
KPK,” kata Trimedya Pandjaitan 
dari Fraksi PDIP.

Saan Mustopa dari Fraksi 
Partai Demokrat membenarkan 
fraksinya kukuh mendukung 
Yunus. Kursi satu lagi akan 
diberikan Demokrat kepada 
Adnan atau Zulkarnaen. “Kalau 
Bambang Widjojanto tidak ada 
yang ragu lagi.”

Dua kandidat yang berasal 
dari internal KPK, yakni penasi-
hat KPK Abdullah Hehamahua 
dan Deputi Pengawasan Internal 
dan Pengaduan Masyarakat 
KPK Handoyo Sudrajat justru 
sepi dukungan. Sejauh ini hanya 
Fraksi PAN yang terang-terang-
an mendukung Abdullah.

Aboebakar Alhabsy dari Frak-
si PKS mengatakan Abdullah 
lebih tepat menjadi penasihat 
KPK saja. “Untuk pemimpin 
KPK, kita butuh yang muda, 
segar, berani, dan tidak terko-
optasi kepentingan siapa pun.” 
(Wta/X-3)

MANTAN Bendahara Umum 
Partai Demokrat Nazaruddin 
yang menjadi terdakwa kasus 
dugaan korupsi Wisma Atlet 
selalu menyebut sederet nama 
politikus, khususnya dari Partai 
Demokrat, terkait kasusnya. 

Namun, dalam sidang per-
dana di Pengadilan Tipikor, 
Jakarta, Rabu (30/11), nama-
nama itu tidak muncul dalam 
dakwaan jaksa, kecuali hanya 
nama Wakil Sekjen Demokrat 
Angelina Sondakh. Anggota 
Komisi X DPR itu disebut seba-
gai pihak yang diminta Nazar 
memfasilitasi Mindo Rosalina 
Manulang guna mendapatkan 
proyek di Kemenpora.

Nama Ketua Umum Demokrat 
Anas Urbaningrum, Wakil Ben-
dahara Mirwan Amir, Menpora 
Andi Mallarangeng, Ketua Frak-
si Demokrat Djafar Hafsah, serta 
anggota DPR dari PDIP I Wayan 
Koster yang juga disebut-sebut 
Nazar tidak muncul. 

Menurut Nazar, itu menunjuk-
kan ada yang aneh dari dakwaan 
jaksa. “Ada yang ditutup-tutupi 
dari penyidik KPK,” kata dia.

PERINGATI HARI AIDS:  Mahasiswa menggelar aksi teatrikal dalam rangka memperingati Hari AIDS 
Sedunia di Pekanbaru, Riau, kemarin. Dari data Komisi Penanggulangan AIDS Riau, hingga September 
2011 tercatat 195 kasus HIV dan 180 kasus AIDS yang menimpa warga usia 25 tahun hingga 29 tahun 
di provinsi tersebut.
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19%, dan di kalangan homosek-
sual dari 37% menjadi 26%.

Rendahnya pengetahuan 
kaum muda akan HIV/AIDS 
juga terjadi di Kalimantan Ti-
mur. Padahal, penderita HIV/
AIDS di provinsi itu sebagian 
besar berusia produktif. Begitu 
juga dengan di Klaten, Bali, dan 
daerah lainnya.

“Baru 30% siswa SLTP dan 
SLTA yang mengerti mengenai 
HIV/AIDS,” ujar Sekretaris 
Komisi Penanggulangan AIDS 
(KPA) Kalimantan Timur Jur-
nanto, di tempat terpisah.

Saat menanggapi hasil survei 
tersebut, Tjandra Yoga menam-
bahkan beberapa strategi baru 
dalam mencegah penyebaran 
HIV telah dilakukan. Misal-
nya, pemerintah menyediakan 
puskesmas yang melayani kon-
sultasi dan pengobatan HIV.

Di samping itu, pemerintah 
juga telah menerapkan standar 
baru pemberian terapi antiretro-
viral (ARV), yakni pada pengidap 
HIV dengan kondisi CD4 (sel T 
pembantu) dalam tubuh berada 
di ukuran 350. “Dulu terapi ARV 
baru diberikan jika konsentrasi 
CD4 menurun hingga 200 per sel 
(sudah AIDS),” ujarnya lagi.

Hari AIDS setiap 1 Desember, 
diperingati di berbagai daerah 
dengan berbagai kegiatan. 

Di Semarang, aktivis memba-
gi-bagikan bunga kepada peng-
guna jalan raya. Di Sleman di-
lakukan pemberian pita, dan di 
NTT kampanye memutus rantai 
penularan HIV. Di Purwokerto, 
aktivis membagikan selebaran 
kepada pengguna jalan dan 
mengampanyekan penggunaan 
kondom. (Tim/X-8)

cornel@mediaindonesia.com
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Belum Merdeka
INDONESIA belum sepenuhnya merdeka dari 
penjajah karena penjajah yang sebenarnya itu 
masih ada di negeri ini. Dan parahnya lagi, penja-
jah itu adalah bangsa kita sendiri.

Abdi Permana
 

Zaman Kenthir
IKI zaman kenthir, yen ora korupsi kenthir-kenthiran, 
yo kesingkir.

Drie Andana
 

Dosanya Sama
KORUPSI sedikit atau banyak, dosanya sama 
besar. Jadi sekalian saja banyak korupsi.

Metalina Jolie 

Sadar
BARU sadar?

Yowis Humain Eau
 

Objek Eksploitasi
PERBUDAKAN oleh kaum ningrat, birokrat, 
peng usaha rakus. Rakyat kecil hanya dijadikan 
objek eksploitasi. Ulamanya diam seribu bahasa.

‘abdun Dk 

Kesadaran Diri
SEPERTINYA hal yang terbaik adalah menum-
buhkan kesadaran dalam diri sendiri dan sa-
ling koreksi karena hukum pun ternyata belum 
mampu menyadarkan manusia.

Betawie Pamoelank Be-p 

Negara Bodoh
NEGARA bodoh itu korupsi dijadikan tradisi. 
Koruptor duit negara di akhirat nanti bakal me-
nanggung dosa-dosa seluruh rakyatnya.

Atmosfi r Biru 

Butuh Revolusi
PERLU revolusi total. Mari kita mulai dari diri 
sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.

Warung Alif 

Karena Tuntutan
TANPA kita sadari korupsi terjadi karena sebuah 
tuntutan belaka. Baik tuntutan parpolnya, atasan-
nya, bahkan tuntutan dari istri dan anak serta 
gaya hidup si koruptor tersebut.

Sulai Pake Iman 

Tingkatkan SDM
DI sinilah perlunya ditingkatkan SDM. Dan pe-
merintah harus punya peran aktif.

Lukmanul Hakim Alghazali
 

Takut Miskin
KETAKUTAN akan kemiskinan jadi hal terse-
but dapat terjadi. Ingatlah wahai para korup-
tor, rezeki yang tidak halal yang Anda makan 
ha nya sebatas leher, selebihnya rezeki berupa 
harta adalah kewenangan Anda dan akan diminta 
pertanggungjawaban di dunia dan akhirat. Jadi, 
renungkanlah wahai para koruptor....

Tatang Suherlan 

Dijajah Koruptor
MASYARAKAT Indonesia belum menjadi raja di 
negeri sendiri. Bedanya kalau zaman dulu kita di-
jajah Jepang dan Belanda, tapi kalau sekarang kita 
dijajah bangsa sendiri melalui koruptor yang kian 
lama kian akut. Penyakit tamak dan serakah mereka 
dengan merampok uang rakyat dan negara.

Sodiqq Fajar 

Hukuman Mati
HANYA hukuman mati bagi koruptor yang dapat 
menekan dan mencegah terjadinya tindak pidana 
korupsi. Alasannya tidak ada seorang pun di du-
nia ini yang mau mati. 

Ayuni Arsepso 

Slogan Koruptor
SLOGAN seorang koruptor, ‘Sekali korupsi tetap 
korupsi’. Hidup korupsi.

Ru Lee Bareta 

Penuh Rekayasa
KASUS Nazaruddin ini penuh rekayasa. 
Tetapi sayang, yang jadi sutradaranya 
berkualitas sutradara sinetron di TV 
sehingga jalan ceritanya aneh.

Haerudin Tea 

Jangan Lupa
OLEH-OLEHNYA jangan lupa, ya.

Halid Jelec 

Artinya?
ARTINYA....

Bowo Laksono 

Minta Modal
DASAR, mau ke Singapura saja minta 
uang saku dulu ke mbahnya. Memang 
cucu enggak modal.

Wiweko Bangun Witono 

Simpang Siur
MENGAPA beritanya simpang siur?

Mohammad Yahya Mustafa 

Biar Selamat
SEBAGAI anak muda, ya, minta restu 
dahulu pada orang yang dianggap tua di 
partai biar selamat selama pelesirannya.

Drie Andana 

Tuntaskan Kasusnya
SUDAHLAH tidak penting dia mau ke 
Cikeas atau ke mana. Yang lebih penting 
sekarang ungkap dan tuntaskan semua 
kasusnya sampai ke akar-akarnya.

Betawie Pamoelank Be-p 

Lapor
LAPOR saya mau kabur, hehehe....

Myster Blower 

Minta Izin
MINTA izin ke presiden mau kabur.

Ione Negativie 

Permisi
OKE permisi pak, numpang lewat, saya 
mau kabur....

Bibul Ae 

Atas Petunjuk
ATAS petunjuk Bapak Presiden, saya 
harus kabur.

Silver Queen 

Minta Uang?
APA minta uang dulu ke babe buat 
ongkos kabur?

Yusal Piansyah 

I N T E R U P S I

Sosialisasi Perlu Ditingkatkan

2 JUMAT, 2 DESEMBER 2011

TREN penularan HIV/AIDS kini tidak lagi 
didominasi kalangan remaja/pemuda, tetapi 
tenaga kerja nonprofesional. Adapun posisi 
kedua pengidap HIV/AIDS ditempati kalangan ibu 
rumah tangga yang tertular lewat suami mereka.     
Berikut tanggapan pembaca atas berita halaman 1 
edisi 1 Desember.

KONDISI Indonesia saat ini sama seperti ketika zaman per-
budakan melanda dunia, saat praktik korupsi merajalela. Hal 
sama terjadi sekarang di Indonesia ketika praktik korupsi sudah 
dianggap sesuatu yang normal. Berikut tanggapan pembaca 
atas berita pada halaman 4 edisi 1 Desember.

Masih Dijajah
Bangsa Sendiri

Jadi Korban
IBU rumah tangga menjadi korban karena para suami 
mencari duit untuk kesenangan sendiri. Pekerja mi-
gran pergi mencari duit, pulang tanpa duit, malahan 
ba wa HIV/AIDS bagi keluarga mereka. PNS/pejabat 
pergi bawa SPPD, pulang bawa virus HIV/AIDS.

Leopard

Tingkatkan Sosialisasi
KITA patut mengapresiasi segala upaya pemerintah 
yang didukung berbagai elemen bangsa sehingga 
tingkat kematian akibat virus HIV/AIDS pada 
2011 bisa ditekan. Hanya, sosialisasi bahaya dan 
pe nanganan HIV/AIDS masih perlu ditingkatkan 
lagi. Terutama di kawasan-kawasan industri dan 
ter pencil. 

Cipto Wardoyo 

Sudah Terpepet
KALAU orang sudah terpepet, pasti ada saja yang 
di lakukan demi menyelamatkan diri sendiri. Jika 
tidak ada bukti yang kuat, proses hukum tidak akan 
mendengar ‘nyanyian’-mu Nazar.

Ardjo

Tuntaskan saja 
Kasusnya

MANTAN Bendahara Umum Partai Demokrat 
Muhammad Nazaruddin membuat kejutan 
dalam sidang perdananya sebagai terdakwa 
kasus suap Wisma Atlet SEA Games XXVI. Ia 
mengaku dipanggil Ketua Dewan Pembina PD 
Susilo Bambang Yudhoyono sebelum kabur ke 
Singapura. Inilah tanggapan pembaca atas berita 
utama Media Indonesia edisi 1 Desember.
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Seks Bebas
ITULAH ironi yang terjadi saat ini di 
negara kita karena jumlah perempuan 
lebih banyak daripada laki-laki. Karena 
itu, rata-rata yang bekerja itu perempu-
an, sedangkan laki-laki menganggur 
karena tidak laku kerja. Karena saling 
membutuhkan, sering terjadi perse-
lingkuhan yang mendorong pola hidup 
seks bebas.

Semar Cupuning Alam 

Moralitas
SUNGGUH ironi negeri yang menjun-
jung tinggi moralitas, tapi banyak sekali 
yang terkena HIV.

Si Hilmi Singa Berkelana 

Senangkan Suami
UNTUK menanggulangi hal seperti 
ini disarankan kepada ibu-ibu rumah 
tangga harus pandai menyenangkan 
pa ra suami supaya tidak iseng di luar 
dan bisa lebih setia.

Haerudin Tea 

Kenikmatan Sesaat
SADARLAH wahai para suami, jangan 
tergoda kenikmatan sesaat.

Warung Alif 

Menanti Bencana
KETIKA manusia sudah tidak lagi meng-
indahkan agama, norma, dan kaidah, 
tunggulah bencana apa yang akan di-
berikan Tuhan.

Nurul Azizah 

Saling Memahami
HAL tersebut dapat diminimalkan bila 
kedua pihak (suami dan istri) saling 
memahami dan menghargai satu sama 
lain.

RhomaRio IndRa PaNe 

Generasi Pengidap
KALAU ibu-ibu sudah tertular, akan 
melahirkan generasi-generasi pengidap 
HIV/AIDS juga. Apakah para suami 
ingin anak mereka juga tertular?

Timor Merdeka 

Tanda Akhir Zaman
BUKAN hanya pekerja dan ibu rumah 
tangga yang rentan terkena HIV. Penya-
kit mematikan itu sudah banyak menye-
bar hingga pelajar. Sudah tidak aneh lagi 
karena hal itu menandakan akhir zaman 
telah tiba.

Sodiqq Fajar 

Kasihan para Ibu
KASIHAN para ibu rumah tangga yang 
tertular HIV, sudah capek mengurusi 
suami dan anak, malah harus mengidap 
penyakit tersebut.

Maulisa Icha 

Miniatur Bangsa
YANG main pelacur siapa, yang men-
derita siapa? Miniatur bangsa ini.

Yohanes Enzelin Milanisti 

Pakai Iman
SEBENARNYA pencegahan HIV yang 
benar ialah bukan pakai ‘pengaman’, 
melainkan pakai iman.

Betawie Pamoelank Be-p 

Jangan Suka Jajan
SUPAYA HIV/AIDS tidak menjadi 
wabah, sebaiknya ibu-ibu ikhlas suami 
mereka punya istri lagi supaya tidak 
jajan di luar.

Asan Arnasan 

Berpuasa
OBAT penangkalnya ialah berpua-
salah.

Lukmanul Hakim Alghazali

Izin
PAK saya kabur dulu, ya. 

EN Aja 

Minta Restu
ANAK pintar, sebelum merantau ke 
nege ri seberang, harus minta restu orang 
tua dulu, “Be ane mau pergi jauh, nga-
manin duit jarahan, biar enggak disita.”

Altinho Internisti Soares 

Pemerintahan Guyonan
MUNGKIN dia pamitan dulu. Ada-ada 
saja. Beginilah yang namanya pemerin-
tahan guyonan. Weleh... weleh....

Frengky Siburian 

Wayang Edan
WAYANGNYA wayang edan. Lakone 
podho edan, gila hormat dan jabatan. 
Hormat sini, hormat sana. Yes pak, yes 
bos. Akhirnya mati jadi bangkai diting-
gal kan.

‘abdun Dk 

Agar Leluasa
LAPOR Pak Presiden. Demi keamanan 
dan kenyaman Bapak, saya harus kabur 
agar Bapak bisa lebih leluasa berkorupsi 
ria.

Irul Feat Asrul 
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MI/SUSANTO

HADIRKAN SAKSI AHLI: Mantan Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno (kiri) berdiskusi dengan penasihat hukum saat mendengarkan 
keterangan saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Jaksa 
menghadirkan ahli Toto Hardianto, Indarto, dan Dwi Prahoro terkait kerugian negara dan spesifikasi kendaraan pemadam kebakaran. 
Sidang juga menghadirkan saksi dari pihak perbankan. 

Tidak Ada Pembayaran dari Sabarno
pernyataan Hari pada persi-
dangan sebelumnya yang me-
nyebut bahwa mobil Volvo 
miliknya dibeli dengan cara 
memberikan sejumlah uang 
pada Hengky.

Endarto tidak bisa menjelas-
kan asal usul uang dari Istana 
Sarana Raya itu. Menurutnya 
data tersebut berada di bank pe-
ngirim, bukan bank penerima. 
Saat mendengar kesaksian ter-
sebut, hakim pun lalu memin-
ta Hari menunjukkan barang 
bukti yang bisa menunjukkan 
bahwa uang Rp808 juta pernah 
diberikan kepada Hengky guna 
pembayaran mobil.

“Itu dari PT Istana Raya, 

ta pi Bapak (Hari) ngaku itu 
uang dari Bapak itu uang dari 
Daud. Mohon Bapak bisa mem-
persiapkan bukti pendukung 
pada pemeriksaan terdakwa,” 
kata ketua majelis hakim Su-
hartoyo.

Atas pertanyaan hakim itu, 
Hari berkukuh bahwa ia pe-
r nah memberikan uang ke-
pada Hengky. Purnawirawan 
jenderal itu meyakini ia telah 
memberikan cek perjalanan 
guna pembayaran mobil Volvo 
miliknya.

“Saya yakin kalau itu dari 
sa ya. Mudah-mudahan arwah 
sau dara Daud bisa menginspi-
rasi,” cetus Hari. (*/P-4)

MANTAN Menteri Dalam Ne-
geri Hari Sabarno berkukuh 
bah wa ia tidak pernah meneri-
ma suap berupa mobil dari re-
kanan. Dia mengaku membeli 
mobil melalui istri rekanan, ta pi 
hal itu terbantahkan di Peng-
adilan Tindak Pidana Korupsi 
(Tipikor), kemarin.

Saksi Endarto Putrajaya dari 
Bank Central Asia (BCA) meng-
ungkapkan ternyata dalam 
rekening milik istri almarhum 
Hengky Samuel Daud, Chenny 
Kolondam, tidak ada uang se-
be sar Rp808 juta yang masuk 
gu na pembayaran mobil Volvo 
milik Hari Sabarno. 

Endarto menjadi saksi atas 

terdakwa Hari Sabarno dalam 
persidangan kasus dugaan ko-
rupsi pengadaan mobil pema-
dam kebakaran (damkar) di 
Departemen Dalam Negeri 
tahun 2003-2005.

“Pada 9 November 2004, ada 
uang masuk ke Chenny Kolon-
dam dari Bank DKI cabang uta-
ma dari PT Istana Sarana Raya 
(untuk) pembayaran Volvo,” 
ka ta Endarto dalam kesaksian-
nya.

Dia menyebutkan, PT Ista-
na Sarana Raya adalah milik 
Heng ky, rekanan pengadaan 
damkar bagi Departemen Da-
lam Negeri ketika itu. 

Hal itu otomatis membantah 

ANGGOTA Satuan Tugas 
(Satgas) Pemberantasan MaÞ a 
Hukum Darmono meng akui 
lembaga itu tidak bisa berbuat 
banyak terhadap maraknya 
putusan bebas bagi terdakwa 
kasus korupsi.

“Kami tidak memiliki ke-
wenangan atas putusan bebas, 
siapa pun, termasuk satgas, ti-
dak berwenang untuk campur 
tangan,” kata Darmono ketika 
dihubungi di Jakarta, kemarin.

Menurut Darmono, satgas 
hanya memiliki tugas untuk 
mendorong lembaga terkait 
dalam meneliti hal-hal yang 
menyebabkan putusan bebas 
tersebut, termasuk kewajiban 
mengajukan upaya hukum 
kasasi atas vonis bebas.

Tidak hanya itu, Wakil Jaksa 
Agung itu juga membantah sat-
gas sebelumnya telah mendapat 
informasi terkait peranan maÞ a 
hukum dalam vonis bebas terse-
but. Tetapi, satgas tidak punya 
peran dalam mengusut putusan 
bebas tersebut.

MANTAN Ketua Umum PP 
Muhammadiyah Sya Þ i Maarif 
menilai temuan rekening gen-
dut yang dimiliki pegawai 
negeri sipil (PNS) muda meru-
pakan imbas dari tidak adanya 
keteladanan pimpinan senior di 
Indonesia.

Menurutnya, fenomena re-
kening gendut yang dimiliki 
para PNS muda itu merupakan 
pertanda kehancuran masa 
depan Indonesia. “Negara ini 
sudah hancur. Kalau seluruh 
PNS muda begitu (berperilaku 
korup) wallahualam, Indonesia 
tidak punya masa depan,” tegas 
SyaÞ i saat dihubungi di Jakarta, 
kemarin.

Ia menilai perilaku korup para 
PNS muda itu terjadi karena me-
reka melihat tidak ada birokrat 
atau aparat pemerintah dan 
juga senior-senior mereka yang 
patut dijadikan contoh. “Perila-
ku korup menjadi warisan yang 
dianggap biasa saja.”

“Setelah adanya putusan be-
bas, satgas mendorong lembaga 
terkait untuk meneliti tentang 
hal-hal yang menyebabkan ter-
jadinya putusan bebas tersebut 

dan harus tetap mengambil 
langkah-langkah hukum sesuai 
ketentuan yang berlaku.”

Darmono juga membenarkan 
masa tugas Satgas PMH akan 
berakhir pada akhir tahun ini 
sesuai dengan Keputusan Pre-
siden Nomor 37 Tahun 2009 
yang ditandatangani pada 30 
Desember 2009. “Jadi tidak usah 
mendesak dibubarkan, bulan 
depan sudah berakhir masa 
tugas satgas. Kalau berakhir ber-

Pemerintah pun dinilainya 
tidak mampu mengontrol tu-
lang punggung bangsa untuk 
tidak korup. “Negara sudah 
kacau-balau. Pemerintah tidak 
bisa diteladani. Indonesia sudah 
hancur,” tegasnya lagi.

Pemerintah dan birokrat se-
nior, lanjutnya, lupa bahwa 
bangsa ini sebetulnya akan 
di pim pin PNS muda. “Mereka 
lupa untuk menanamkan nilai 
moral. Dengan demikian, PNS 
kehilangan arah dan merasa 

Satgas tidak Bisa Cegah 
Vonis Bebas Koruptor

PNS Muda Krisis Keteladanan

Selama tidak ada 
gebrakan, diperlukan 
30 tahun untuk 
mencapai target 
IPK 5,0.

AKHMAD  MUSTAIN

P
EMERINTAH berha-
sil menaikkan indeks 
persepsi korupsi (IPK). 
Hanya saja, perkem-

bang an itu tidak terjadi secara 
signifikan. Untuk tahun ini, 
Indonesia menempati posisi ke 
100 dari 183 negara di dunia, 
dengan skor IPK 3,0. 

Ada 11 negara lain yang men-
dapat skor 3,0, yakni Argentina, 
Benin, Burkina Faso, Djobouti, 
Gabon, Madagaskar, Malawi, 
Meksiko, Sao Tome & Principe, 
Suriname, dan Tanzania.

Skor itu meningkat dari tahun 
ke tahun secara perlahan. Pada 
2005, IPK Indonesia adalah 2,2, 
lalu 2,4 pada 2006, 2,3 pada 2007, 
2,6 pada 2008, dan 2,8 pada 2009 
serta 2010. 

“Pesan yang bisa ditangkap 
dari hasil IPK adalah tidak ada 
perubahan signifikan yang 
terjadi pemberantasan korupsi 
di Indonesia,” ujar Sekretaris 
Jenderal Transparency Inter-
nasional Indonesia (TII) Teten 
Masduki di Jakarta, kemarin. 

Untuk kawasan ASEAN, In-
donesia berada di bawah Singa-
pura, Brunei, Malaysia, dan 
Thai land, sedangkan negara 
ASEAN yang memiliki skor 

Persepsi Korupsi
tidak Berubah 

Signi“ kan
lebih rendah adalah Vietnam, 
Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Skor IPK adalah indeks ga-
bungan yang dihasilkan dari 
penggabungan hasil 17 survei 
yang dilakukan lembaga inter-
na sional. IPK mengukur per-
sepsi korupsi yang dilakukan 
politisi dan pejabat publik.

Teten menilai, target IPK 5,0 
oleh pemerintah Indonesia terla-
lu ambisius. Apalagi, perubahan 
yang terjadi sangat minim. “Pe-
merintah harus melakukan per-
baikan serius terhadap sektor 
perizinan usaha,” ujar Teten.

Menurut Teten, salah satu 
sumber data IPK adalah pelaku 
bisnis, sehingga perbaikan di 
sektor ini sangat krusial untuk 
meningkatkan skor. “Kedua, per-
baikan menyeluruh pada institu-
si penegak hukum,” ujarnya.

Ketiga, lanjut Teten, adalah 
pe nyelesaian kasus-kasus ting-
kat tinggi yang melibatkan poli-
tisi maupun pejabat publik.

Direktur Penelitian dan Pe-
ngembangan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) Doni Mu-
hardyansah pun menilai upaya 
perbaikan IPK akan sangat sulit. 
“Angka tiga masih di bawah 
sekali. Kalau upayanya seperti 
sekarang ini saja, bisa-bisa per-
lu 30 tahun untuk menaikkan 3 
poin lagi,” kata Doni. 

Direktur Hak Asasi Manusia 
Badan Perencanaan Pembangun-
an Nasional (Bappenas) Diani 
Sediawati mengatakan perbaik-
an dan penyederhanaan pada 
sektor birokrasi kementerian 
akan sejalan dengan semangat 

pemberantasan korupsi.
Ia mengatakan, dalam pela-

yanan publik, prinsip keterbu-
kaan informasi terhadap bi-
rokrasi yang berlaku dapat 
langsung dinilai masyarakat. 
“Yang merasakan itu rakyat. Ka-
lau rakyatnya masih merasakan 
pelayanan publik kurang, pasti 
ada apa-apanya,” ujar Diani.

Ketua Dewan Pengurus TII 
Na talia Soebagjo mengakui 
sur vei IPK memang tidak sem-
purna. Secara metodologis, ia 
mengakui jika perubahan skor 
tiap tahun juga tidak bisa diper-
bandingkan. 

Dia juga menganggap pe-
naikan 0,2 dari IPK tahun lalu ti-
dak signiÞ kan. Hal itu, menurut 
dia, disebabkan ada kecende-
rungan terjadinya pelemahan. 

Yakin tercapai
Wakil Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Denny In-
drayana justru menyambut gem-
bira kenaikan IPK. Ia optimistis 
target pencapaian IPK 5,0 pada 
2014 akan tercapai.

Tetapi, dia mengaku belum 
puas. Sehingga, lanjutnya, Wakil 
Presiden Boediono akan mem-
berikan arahan untuk tetap ada 
langkah lebih konkret termasuk 
dengan menyiapkan aksi pem-
berantasan korupsi 2012. “Tren 
positif tersebut memberikan 
rasa optimistis untuk mencapai 
target, misalnya IPK targetnya 
di RPJMN menuju 5,0 pada 
2012,” ujarnya. (*/P-1)

mustain@mediaindonesia.com

arti bubar, kan,” tuturnya.
Sebelumnya anggota Komisi 

III DPR dari F-PG Bambang 
Soesatyo menuding satgas te-
lah gagal dalam memberantas 
maÞ a peradilan. 

Hal itu, lanjut dia, tampak 
dari maraknya putusan bebas 
terhadap para terdakwa korup-
si di pengadilan tindak pidana 
korupsi (tipikor) daerah.

Misalnya, Pengadilan Tipikor 
Bandung memvonis bebas Wali 
Kota Bekasi Mochtar Mohamad 
dan dua wakil kepala daerah 
Bogor serta Subang.

Selain itu, Pengadilan Tipikor 
Samarinda, Kalimantan Timur,  
membebaskan 15 anggota dan 
mantan anggota DPRD yang 
menjadi terdakwa. 

Ia berpendapat Satgas PMH 
seharusnya terjun ke lapangan 
beraksi memberantas mafia 
hukum. Jika satgas proaktif 
memburu maÞ a hukum, semua 
institusi penegak hukum tidak 
akan disusupi mafia hukum. 
(FA/P-3)

korupsi sebagai hal biasa,” 
ujarnya.

Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan (PPATK) 
sudah menyerahkan temuan 
modus PNS yang korupsi de-
ngan memindahkan rekening, 
ke Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK). 

“Kalau korupsi, tentu lapor-
annya diarahkan ke KPK dan 
irjen (inspektur jenderal) atau 
atasannya. Saya berharap ada 
langkah konkret yang mereka 
ambil,” kata Wakil Ketua PPATK 
Agus Santoso.

Agus menerangkan, PPATK 
juga sudah mengirimkan lapor-
an temuan tersebut ke Kemen-
terian Dalam Negeri. 

Agus menambahkan, indikasi 
korupsi yang dilakukan PNS 
yakni melakukan penyimpang-
an tata kelola APBD oleh ben-
daharawan yang kemudian di-
pindahkan ke rekening pribadi.
(Fid/*/P-3)

Syafii Maarif
Mantan Ketua Umum 
PP Muhammadiyah

MI/ANGGA YUNIAR

Jadi tidak usah 
mendesak 

dibubarkan, bulan depan 
sudah berakhir.” 
Darmono
Anggota Satgas Pemberantasan 
Mafia Hukum


